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Salah satu putusan hakim dalam pemenksaan perllara ptdana adalah 
putusan mau. Putusan mali d1lakukan dengan berbagai pert1mbangan-pertimbangan 
hukum yang membenkan doroogan bag1 hakim bahwa hukuman yang setimpal atas 
perbuatan tindak ptdana tersebut ada/ah hukuman mati. 

Meskipun hukuman mab telah d11atuhk.an pada seorang terdakwa pelaku 
perbuatan pldana tetap. dalam pnnsipnya penerapan hukuman mati tersebut 
haruslah men1un1ung tmggi nilar hak azasr manusia sebagai mans diatur dalam 
Kitab Undaog-Undang Hukum Acara Pldana serta diatur secara spesifik di dalam 
Undang-\Jndang �. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Dasar 1945 men1elaskan dengan tegas, bahwa Negara 
lndoneSla beroasalllan alas huokum (rechtsstaat), tidak berdasarkan asas 
kekuasaan belaka (macnss1aat). 

Hal mi berartr bahwa Republik Indonesia ralah Negara hukum yang 
demokratil> berdasarllen Pancesila dan Undang-Undang Dasar 1945. menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara betsamaan 
kedudukannya dt dalam hokum dan pemenntsh. serta waJtb menjun;ung hokum dan 
pemerinlahan i!u dengan tidak ada kecuahnya. 

Kedudukan hak azasi manusia ini juga sangat penting dalam suatu proses 
pemenksaan terdakwa yang d1sangk.akan telah melakukan perbuatan pidana, 
karena cleogan adanya penghonnatan atas hak azasi manuSUI tersebtst mal(a 
kead1tan dan kepastian hukum akan dapat ditegakkan. 

Jadr yang menjadi masalah-masalah pokok didalam SknpSI ini adalah 
sebagai benkul 
1 Apakah hukuman mati mSSlh pe!1u dilaksanakan dalam sistem pemidanaao di 

lndone5la? 
2 Ba{jairnana keterxartan antara petaksanaan hukuman mati dengan hak asasi 

manusia? 
Setelah drlakukan penehtian dan pembahasan make diketahui . 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi pidana mati pada 
dasamya disebabkan proses bercara di dalam KUHAP ilu sendiri yang 
memakan waktu panjang, baik itu dalam pelaksanaan upaya hukum biasa 
maupun juga upaya hukum luar biasa. Dengan adanye upaya-upaya hukum 
tersebut mak.a pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda se!ama 
bertahun-tahun. 
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2 Usaha yang dilakukan terpidana mati alas tertundanya eksekusi pidana mati, pada dasarnya meliput1 usaha melakukan upaya - upaya hukum yaltu . 1) Upaya hukum biasa meliputt : 
a) Banding 
b) Kasasi 

2) Upaya Hukum Luar blasa yaitu : 
a. Pemeriksaan Kasasi 
b. Peninjauan Kembali. 

3) Permohonan gras1 kepada presiden 
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